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WALIKOTA SABANG
PEMTURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF

GEN D ER DTq,LA}.,PEMBANGUNAN
,lJ:|

DENGAN RAHIvIA! ATLAI{ "YANG MAHA KUASA
i,,:-j.g.iir.r.i i,.,;.: ...1,.,

:."; 
" .,;werixoin sABANG,

: a. batrwa dokumen perencanaan dan penganggaran _\,angselama ini disusun oreh satuan r.r:" perangkat Kotabelum mengakomodasikan permasalahan, pengalaman,
]9pirasi, dan kebutuhan yang berbeda antara laki-lakidan perempuan;

b. bahwa untuk mewujudkan penyusunan danpengalokasian. Anggaran pendapat"r, a.r, Beianja Kotasabang sesuai strategi pengarusutamaan Gender, perluditerapkan perencan""rl 1"., p."g.";garan responsifgender di masing_masing SKpK; e(

c' bahwa sesuai dengan ketentuan pasal L2 ayat (1)Peraturan Menteri patam Negeri womor 
-t5 

Tahun 2o0gtentang pedoman Umum pelaksanaan pengarusutamaan
Gender di- Daerah_sebagaimana telah di-ubah e;G;;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 20r1tentang perubahan atas peraiuran Menteri o.r.* rv.!.riNomor 15 Tahun 2OOg tentang pedoman UmumPelaksanaan pengarusutamaan dender di Daerah,bahwa Bupati/Walikota U.rt."ggurrg jawab atas. pelakpanaan pengarusutamaan gender di ,

kabupaten/kota. 
;

d' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, "dan huruf "", p..i,menetapkan peraturan watikota sabang t!rit."gPerencanaan dan penganggaran Responsif Gender dalamPembangunan;

1' undang-undang Nomor 10 Tahun 196s tentangPembentukan Kotapra.ja _sabang dengan Mengubahundang-undang Nomor z ort lanrrr: 19s6 t""rrt.rrgPembentukan Daerah otonom Kabupaten di propinsl
sumatera 

-U_tara 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 196s Nomor sg, Tarnb-ahan llrrru".a. N.gai"Republik Indonesia Nomor 2ZSgl;

f,ir

z unaanv 
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2' undang-undang Nomor 7 Tahun rgg4 tentangPengesahan Konvensi rvrelselli-irigrr^pusan segaraBentuk Diskriminasi Terhaoir y"3t. ri."rUaran NegaraRepublik Indonesia t t r.,r, rgg4 rvoroi- 29, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia-mo_o. 3227);3' undang-undang Nomor 77 _ Tahun 2003 tentangKeuangan rl"gll" (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2ooa Nomor 42, TatrLffi;; ^iJr.ru"r"r, 
NegaraRepublik Indonesia Nomor a2g6);

4' undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistemPerencanaan pcqbangunan^Nasionai 
1r-"*u"r.n Negara,Repubrik Indonesia rih,,,r, 2oo4 i.ror".l. 

-i04, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia tto*o, aa2r);5' undang-undang Nomor g2 Tahun 2004 tentangPemerint*T. Daerah (Lembaran-'Negara RepublikIndonesia Tahun 2oo4 Nomor rzs aL rambahanLembaran megaa. Republik tnaonJa Nomor 44AZ)sebagaimana telah aiuuar, b;a;r;;; kali, terakhirdengan Undang-Uld*g Nomor tZ fanun 2OOg tentangPenrbahan Kedua Atas Lnaang-tJlnd;;ti;* or 32Tahun2OO4 tentang pemerint"d Oryr"f, 1i"*U"r.r, NegaraRepublik Indonesia Tahun 2oog 'Nomor s9 danTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor48ag;

6' undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan A:9h (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 l,io,oo, 62, Tamb?han LembaranNegara Repubtik Indonesia Nomor'46{titit-"
7 ' Peraturan pemerintah NJmor sg Tahun 2oo5 tentangPengelolaan . Keuangan ?T^Th 

- pl_U"r.r, NegaraRepublik Indonesia Tahun 2oos rvoror-i+0, TambahanLembaran Negara Republik Indonesialro*o, asTg);8' lnstmksi presiden Nomor g Tahun 2OO0 tentangPelaksanaan 
__ 

penganr.rt"*".r, Gender dalam. PemQangunanNasional;

9' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2006tentang pedom3l pengeloia"* K;;Ju.., Daerahsebagaimana telah diub-ah beuerapa---r.?ri, terakhirdengan peraturan Menteri Daram iv;g; Nomor 2 rTahun 201r tentang perubahan reaua'aias peraturan
Menteri Dalam NegJri Nomor 13 Tahun cooo tentangPedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

10' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ls Tahun 200gtentang pedoman Umum petaisan"; ;.;;arusutamaanGender di D.:r*_ sebagaimana telah di-ubah denganPeraturan Menteri Daram-Negeri Nomor oz r.rrr., 2otltentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 15 Tahun 2OOg tentang pedoman UmumPelaksanaan pengarusutamaan Genier di Oaer"tr;

&

t:.r"*,",74,
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11' peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor s4 Tahun 2orotentang Tahapan, Tata c*" -p."irri"rr, 
pengendalian

$Tr"flaluaJi ielaksanaan Rencana pemba,gunan

r' 2 ' peraturan Menteri Keuangan Nomor r 12 / pMK / 20 t2tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan RencanaKerja;

13.eanun Aceh Nomor 6 Tahun 2OOg TentangPemberdayaan Dan perrin-d_uagan ilr"-pran (LembaranDaerah Aceh Tahun zooi irro*oi-' oo, TambahanLembaran Daerah Aceh Nomor 2gi;-"-'
14' Qanun 50p labang Nomor 3 Tahun 2009 tentangpokok-pokok pengelJlaan r^egang;-6*"..t, (LembaranDaerah Kota Sabang Tahun 2OOgiVo*o. S);
15' Qanun Kgta s.abang Nomor 4 Tahun 2oog tentangsusunan organisasi Ian Tata Kerja rii;, di LingkunganPemerintah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kotasabang Tahun 2oo4 rvorior'-+Jl- ."r"g"imana terahdiubah dengan Qanun Kota s"6Ls- Nomor 6 Tahun2071 tentang perubahan Atas a;"; Kota SabangNomor 4 Tahun 2oog tentang susinan organisasi danTata Keda Dinas.di Lingkungan pemerintah Kota Sabang(Lembaran Daerah rodsaui"s r"h""'Ior r Nomor 6);

16' Qanun Kola slbang Nomor 5 Tahun 2oog tentangsusunan organisasi dan Et. Kerja Lembaga TeknisDaerah di Lingkungan pemerinl"h - rot. sabang(Lembaran Daerah Koia gaqanj iarr"" zoo4 Nomor s),sebagaimana terah diubahzd;il;a;;r, xo." sabangNomor 7 Tahun 2OLL tentang p"rul"t 
"r, Atas eanunKota sabang Nomor s Tahui zooiil."tang susunanorganisasi dan Tata Kerja L.,";il; ili.,i. Daerah diLingkungan pemerintah r"t-s"u#J 1illu"."n DaerahIfuta Sabang Tahun 2OtL No_o, 6);-- 

,--'
Memperhatikan: surat Edaran Bersama Menteri Negara perencanaanPqmbangu N.asionar/iepata g.i"r, perencanaanPembangunan Nasio"J, li."ir-ri Keuangan, Menteri DalamNegeri, Menteri Negara Firyq:fq.i;;--derempuan DanPerrindungan Anak N;omor ii;ol'eeN/r1 /2012,Nomor SE_33/MK'02/2oL2, Nomor - oso/4g rgA/sJ, Nomor sE-46 /Mpp-pL/ tt /2ot^ ̂

tentang p!.ategi ilr;J;""I percepatanPengarusutamaan Gender " Melalui p;;;;."naan danPenganggaran Respon sif Gender;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : pERATURAN *ALIK.TA TENTANG ,ERENCANAANDAN PENcANGGARAN REspoNsr. oprrrben DALAMPEMBANGUNAN.

BAB I ...

&
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2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraanpemerintahan Kota sabang yang terdiri aias walikota danPerangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Anggaran pendapatan dT__Belanja Kota Sabang yangselanjutnya 

- 
disingkat ApBK .d;iil 

"igg.rr., tahunanPemerintah Kota yane ditetapkan a;;d;"aanun Kota.5' Satuan Kgrj.a perangkat Kota yanq selanjutnya disingkat
'KPK "d.1q satuan Kerja neiangiar roi. di ringkunganPemerintah Kota.

6' Badan perencanaan pembangunan Daerah yangselanjutnya disingkat !-appeda aiatat 
-Badan 

perencana
Pembangunan DaLra-h Koia selaku Ketua t<elompok KerjaPengarusutamaan Gender.

7 ' Badan pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencanadan pemberdayaan perempuan yang selanjutnyadisingkat BpM, KB dan pp adalah e"i;;"pemberdayaan
Masyarakat, 

_ Keluarga ge..rrc^rr; -;;' pemberdayaan
Perempuan Kota.

8' Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkatPUG adarah strategi ,r,t & *8"""f"i''i..",.r..r, dankeadilan gender metatui kebijakan 'J*- p.ogram yangmemperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan danpermasalahan perempuan darr f*i-f"ti ke dalamperencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaruasidari selurutr k-biiakan dan program di berbagai bidangkehidupan dan pernbangunan
9. ' Kelomfiok f.ri" _pgngarusutamaan Gender yangselanjutnya disebut pokj; puc adarah *.i.r, koordinasibagi pelaksana dan pgnigerak p""g"*.rl*..r, genderdari berbagai instanriTt"iliaga di aierat.- 

--

10' Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki_laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan
frak-haknya sebagai manusia, ag; *.*p"'uerperan danberpartisipasi .dd* kgsratan politik, ekonomi, sosiar
!u!ara, pertahanan d; k".*;;;; ;;" kesamaan idalam menikmati hasil pembangunan

11. Keadilan Gender adalah setiap proses untuk menjadi adilterhadap laki-laki dan perempuan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:1' 

Rff:* yang selanjutnya disebur Kota adatah KotaSabang.

12. Analisis ...

$,r
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&#-El#.-:!a4(!- I

ffi.::,:,; I

12' Anatisis g€nder adalah proses anarisis data terp,ahsecara sistematis tentang k";Ji;i raki_raki danperempuan khususnya gel,aitan 
-;;;;;" 

tingkat akses,partisipasi, kontrol dan perorehan *""?"^t dalam prosespembangunan untui .-;;;ilr,Lj*.pr.r, akarpermasal*r 
, terjadinya tetimfrffir, kedudukan,fungsi, p:.r, 4." i."ggr.rg 3awau ;?;.. laki_laki danperempuan

13. Gender Analysb pathwr
dengan cAp- adarah 

"-#",Iir#n"j:TJ,L,S'. 
J,i,11mengetahui kesenjangan gender .."... lengkap, mulaidengan merakuk"" dJi.is .d11 mengintegrasikan hasiranalisis isu gender ke dalam t"ui:"t""7piogr.*/kegiatanhingga dalam proses **yurrn rencana aksi.

14' Rencana pembangunan 
{"+st1, Menengah Daerah Kotayang seranjutnya 

.disingkat- R,JMD iiaran dokumen

ffiitf|iffin1'Xillf*":" p'*"i"tJ Kota ""'[
15' Rencana Kerja pemerintah 

{ota yang selanjutnyadisingkat nkpr aaaiatr aotu*li perencanaanPemerintah I.{ota untuk periode r r..i"r tahun sebagaipenjabaran dari R'JMD pemerintad-L; dan mengacupada Rencana Kerja pemerintah fV..iorr"f , memuatrancangan kerangka ekonomi 
-' 

Xo,., prioritaspembangunan Ko ta,- .enc"na terj a, 
. 
qarr--pendanaan nya,baik yang dilaksa".t.n l""gsung oleh pemerintah Kota

fil$|#tf"* ditempuh dengan"*""io-ng partisipasi

16. Rencana Strategis SatuanrX:d1-*Irrgkat Kota yangselanjutnya digingkat nenstra 
- 
SKPK .E.r"n dokumenperencanaan SKpK untuk periode-S-lfr*.1 t"h;;;;;;;memuat visi, misi, .tujuan,-ltrajesi, k;ilj;an, program,dan kegiatan p"mUarrgu;an ai.iingtai prouin.i yangdisusun sesuai denga;-i"g3" dan fungsi sKpK sertaberpedoman kepad. fr pina-p dan bersirai 

-iiaitatir.

lT"Rencafia Kerja sKpK yang seranjutnya disingkat Renja iSKPK adalah dokumen't;":"laan skpk untuk periodesatu (1) tahun, yang memuat k"!ijak;, progr.*, dankegiatan pembangrr;;;;; 
vang ari"t"i.tan langsungoleh pemerintah -kota **p"" yang ditempuh denganmendorong partisipasi *..y*"t.t.

18' Rencana Kerja g*. arrsgaran satuan Kerja perangkatKota sabang setan;utnfi ai.irrgt"i- nxa-'srpx adalahdokumen perencanaan dan penganggaran yafig berisiprogram dan kegiatan sKpK yang_m_erupakan penjabarandari Renja sKp[ aan nenstra-sKpK yang bersangkutandalarn t (sa_t1r), t"hy1 
"rrgg*.r, serta angg"ran yangdiperlukan untuk melaksanL"rrrryr.

19. Perencanaan ...

a1
a:t
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19. perer
,n*.1"*"* Resnol;if Gender adalah perencanaan
d,akK- 

mencapai kesetaraa*-a." r.r.dilan ;;;:;',';",rgr"uut1ffn,-'J3;l3f """: jG#;1".,,s.r.*!n,aspirasi,
perempu* ai, i"ti*?."" penyelesaian p.r-"..i.r,.,

'o if;e*ffi,.['ru]L"::1:. vans sela3ju.tnya disingkat

*:trffiil"*::1lHH-;irA"*fr1i,r;*rr
21. perenc

..r*:,ili:..,m-nf u??fl*i.1ff 
r*"::llGenderyangffiffsi adanva- nerb;!;+ #;31' rlH'#H: -:X,,I"T

a..,gffi1t"XtfffiPnan bagi i.tilr.r.i dan perempuan
u".t"..a 1il- 

*' 
# ;" T,ilffi 

. uT. 
***_.ra 

n 
-ya 

n s iJ, r,pengalokasian i"gs;* canaan hingga

" $ii*::if 
G.ender. adarah. perhatian yal* konsisten dan0"",#i",.1':1'jiLoiu'a'i -;;t;.." p.,. * p, u.,

ffi ffi t*:Hm:#H;Iffi-3,'#tri'::TiJ,'"Tl
23. Kegiatan 

. 
Responsif Gender adalah 

...kegiatan yangdirencanlan ' .;;"ge *"_p"rhatikan tonaisi
iffi:1i"-*d;1:{"ii,"". r.rl-r!ri'*d.,, perempuan

;Hff :#Jffi ffi; r:ffi::ffi: ;",XiliX'i,:111;

'o i.?'ltlr' 
. rl,*i=-l:"a:[,j'fr1= 

ad.arah perubahan

,11$:l"H:i*;;.To""l,,,or*".,.r.r,-il.-tfj:*I.1ff
,, F;s,:dq+ffi";ttHfi*"fiffi,ft ;":output -fejia,"i^I"ffi v€ng menginfo"-".1k.., .;?;;

Ei#fl*,I*s ada, 
--."i,?llij' 

::lxi, TH",,.,;
perrnasa"il" ?::3":?l?# -};E:lf 

"',fft,k - il dfi i
26' Data Teroirah adalah data_*..y*t jenis keramin, status

;ffi b:xfl;'Jffii"#:* r*i-r.i.i'ii ."r,*h bidang
27 . Moni,ortr* 

,_^.dalah suatu .upaya mengawal danmengend.rr53" petatsaiian k.gil;,, .i.r* responsif
S5f,.x]t a.|tli".ssi uil" aJr* airE*rr..nr deviasi, maka;;;; ;:31"*:ffift-.H.f 5fl".$rffi dan r" 

". i.E"

"' ilflHI*"S3,* . ."ti.p proses untuk mengukur

r*#[* iil:i:.H:TJ,r.** tx.,:l* *:{ifftp"I.r.".o;;:?3iLH:"" u"rit-L"ili perbaikan

'*v{'
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MAK.u;Bffiol'rrrro*

perencan,, 'asal 
2

fi **".llu*'trff "f,H-8fl?:f :'e*"i"i'":x.1ffi i";f;j
tr*.f*fu ,,Hfu *dlFTh,:f, fr:1#
pedoman , '"sal 

3

ffi;:lffi ffiliT*aan dan pensanssaran responsif gendera. meningkatkan kesadar

iffi- Tngam 
b, ffi$;" ",Iffi:;."1il,I:T,ft.;

,- Gender; 
empercepat terwtrjudnya xeiaiun dan Kesetaranu 

+Elt-:ft. ;|qfiil**t?J$:l#1. _i.,,ssunaan
c. #ffilitas PemeiiiiJ Daerah; ' ----jrsi ^tgg.il, J",,

- gende, d,tY 
menguransi 

^ 
r..r""3:.rrg.r, dan ketimpangand ;;;i;U:iH"T*lT#tr, - -'\

i:,ffi :Iir*m"ihr,{##*u:xlri.,?[:,.1?,:e. menjamin agar teuutiil

ii::T.:ffi "il,*,ff f*13.,1ft":'m-,*11ru,1,ff ;diakomodasikan t" a.r"* betapja/ o"rru",r"lo"l1.,) 
;"d

pERENcA*t* 3ti'il*oo*c *ARAN
Bagian Kesatu

Umum
pasal 4

"' [",l::ffil" ttff, T:;1p^?3" bagian yans tidak
pen sanssaran u.ru".i. i.i;.{ 

"Tffi u r,fl.f,iil:XT:il, ; gi;(2) Penerapan 
:r,_Ig sebagaimana dimaksudakan meningka,k;;'#il'il:^i'^Ttll"d pada ayat (1)

H..iil"'?l,f:ffff;.Trf 
.tj1*;i1p,"" u"s, i"ill

dalam setiap

,ou ""oan 
Kedua

umen perencanaan

(1) penyq.rr.",o",l,frljperencanaan 
sKpK v

ff.,'i::#'*,'a:.t*,^t?hli*;;;.;.^iJT"*,ll.i".xll

aLrE

t.'-

(2) Dokumen .. .

ry
tit I

llilttr
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(2) Dokumen Renstra SKPK.SKPK tersebut -U..U".i,"
dukungan data terpiil.*""

Renja- SKPK dan RIG_DPAanalisis gender d."g;;

Bagian Ketiga
Dokumen penganggaran

pasal 6
(1) SKPK r

^, g;$x1#ifi;;ffii*f 'f,H3[,'T,:,i:'?.HI
(2) pen3rusunan 

4rog..*- dan kegiatan responsif gendersebagaimrna aimitrrd p"11 
"vrr"1ri d,akukan meraruianarisis gender 

.aengan. mengacu 'pla" 
kebijakan dan

,Ar F::Iffiil";h?T. il; t...a,itum Aj;," Lamprran 
*l 

,

(3) pengaturan 
l.bthJ;it mengenai kebijakan, program

!,T,.Xiffi'ffi"i,'H:::*:t#,ffi[HJ pada ;v.i' jir

rahapan r""*.,lffiT#llffi l".po,,.ir Gen d erpasal 7
Tahapan pen\
au"r.If,"""iffi ,ia#li-iffi|fi :i,"ulfgenderotehsKpK
,". analisis gender; dan ' ---vD. penJrusunan pAG.

Pasal g

(1) Pada tahun- pertama peraturan ini diberlakukan, maka
351i.,t1ff;stan i"-ii"'"", ARc d..,g",, kriteria
a. memilikj daya ungkit. besar untuk menurunkan. 

' 
-drgtat kesenj""g."?."a.r;

ir:ffil*?"i"'it'L""i1"""p"i"., s tandar perayanan
c' mem,iki prioritas pembangunan nasional sepertitujuan nencapai"r, tq;,r"r, p"m.bangunai m,ienium 

;
d' 

$:ffi d';;;';ru;* prioritis-ilme.i,,tah Kota
e. berhubungan,dengan pelayanan publik;f' memperkuar r.rr.iu.J*; puc tir*..il peningkatankapasitas, . aavoksi 

. 
sosiari.a.l, kajian, danpengumpulan data terpilah.

(2) Perubahan y":i: seb-agaimana dimaksud pada ayat (1)di atas akan aitentuffi*^...u"i dengan rsu prioritaspembangunan Kota J"rrg.rr. 
. memperhatikan hasililIlit#"u dan .u"tu..-i 'p.r"r.*rli"'ipnc 

tahun

{

ti.

IV...t/
BAB
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BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN BAPPEDA DAN

BPM, KB DAN PP

Pasal 9

Bappeda dalam - pengembangan ppRG bertugas danberkewajiban untuk:
a. mengoordinasikan penyusun€m RPJMD, Renstra sKpK,RKA-DPA SKPK yang responsif gender.
b. melakuk* p:l_ryli"r, t"p"sitls tenaga teknis perencana

dan program sKpK tentang perencanaan dan penganggaran
responsif gender;

c. melakukan supervisi terhadap sKpK dalam kurun waktuenam bulan sejak peraturan ini ditetapkan daram p.or..
sebagai berikut:
1' membentuk pokja puG sesuai dengan bidang kerjanya;2. merumuskan indikator capaian " pelaksanaan ppRG

yang akan digunakan sebagai uasis monitoring dan
evaluasi.

d. meminta _laporan kinerja pencapaian pelaksanaan ppRG
dari SKPK untuk disampaikan kepada Walikota.

Pasal 10

BPM, KB dan PP dalam pengembangan ppRG bertugas danberkewajiban untuk:
a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan danpelatihan;
b. membantu pelaksanaarl anali;is gender pada SKpK;
c. melakukan advokasi dan sdsialisasi pinC dalam rangkapercepatan pelaksanaan pUG.
d. melakukan koordinasi lintas Sfpx; a"r,
e. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian

terhadap penerapan ppRG di SKPK setiap t"hrrrrya.

Pasal 11

Dalam melaksanalan tugas dan kewajibannya, Bappeda danBPM, KB dan pp membangun koordinasi' baik antarakeduanya maupun dengan para pihak fainnya-

BAB V
DATA TERPILAH DAN ANALISIS GENDER

Bagian Kesatu
Data Terpilah

Pasal 12

(1) Data terpilah_- merupakan sarah satu prasyarat
pelaksanaan PUG dalam mendukung pen]^rsunan ppRG.

(2) SKPK menyusun data terpilah sesuai dengan bidang
kerjanya.

6

r;.

(3) Data Terpilat'(ry



.)

(3) Dafa terpilah berisikan informasi yang di dasarkan padajenis kelamin, kelompok usia, tingi<at [""aiaif.arr, iuiltaf,pendapatan, jenis pekerjaan, status ierkawinan, statusekonomi, dan bentuk-bentuk- tainnva i""gl".tait dengantugas pokok dan fungsi SKpK.
(4) Penyediaan data 

_ 
terpilah sebagaimana dimaksud padaayat (21, dal3t bekerjasama I"ngan eps dan unsurPerguruan Tinggi atau pihak i;i" -y;"g 

memilikikemampuan menlusun data terpilah. r '

Bagian Kedua
Analisis Gender

Pasal 13

(1) Analisis gender dimaksudkan untuk mengetahui situasidan permasalah isu kesenjangan gender iesuai dengantugas dan fungsi SKpK.
(2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menggunakan metode GAp sesuai yang teicantum daiamLampiran I peraturan Walikota ini.
(3) Ketua l9kj. bekerjasama dengan sKpK, perguruan Tinggidan pihak lain yang n "irititi t "mffiua' untukmelakukan analisis gender terhadap aotr*"" Renstra

SKPK, Renja sKpK, dan RI(A sKpK dan dokumen rainnyayang relevan.

Pasal 14

SKPK melakukan analisis .gender untuk mengetahuisituasi d?. permasalahan /'-isu gender baik internalmaupun eksternal SKPK.
Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1)difokuskan pada level kegiatan.

Pasal 15

(1) Isu Gender di Lingkungan Internar sKpK sebagaimanadimaksud dalam pasar t+ Ayat (1) antara lain terkaitdengan kebijakan, pemahaman gender dan komitmenpengambil kebijakan, stmktur kerEmbagaan, sarana danbudaya kerja SKPK.

(2) Isu gender di lin_gkungan eksternal sKpK sebagaimana
dimaksud dalam.p""4 

-ta ayat (1) adarah ..r.ti.ii."trrrg
budaya masyarakat lokal ;t.1, d;p"t t"Uij.k; t;;difokuskan pada bidang kerja SKPK.

(3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
\Zl menguraikan secara ringkas -.r,g.rr"i aspek
|9s^eljangan akses, peran, kontrol dan manLat bagi raki-laki dan perempuan.

(1)

(21

e

{,t

Pasa,l{
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, pasal 16

(1) Hasil anarisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal13 ayat (t) ke,mulian raniuir.." al"e.oi."^..rnan pAG.(2) Analisis gender dan pe6- *"*pak-an bagian yang tidakterpisahkan dari dokumen nxe_iFntxpff(3) Format pAG adarah seuagaima;;-' ;..ebut dalamLampiran II peraturan Watikota ini.

BAB VI
PENETAPAN INDIKATOR

Pasal 17

(1) Penetapan indikator masukan (input) pada setiap kegiatanmeliputi rincian jumlah €mggaran, tenaga, waktu dan datayans dibutuhkan untuk p.Lir*i"" L?;;;".
(2) Indikator ilRut sebagaimana dimaksud ayat (1)mempakan ukuran kuantitatif dan d;il;;tf .""r6.i d"ilyang digunakan dalam upaya pencapaian setiap kegiatanyang direncanakan.

Pasal 18

(1) Penetapan indikator keruaran pada setiap kegiatandidasark* .t": pertimbarg.r, penerima manfaat secaraproporsional antara laki-laki aa.* p.rl*p""".
(2) Indikator kelu*T, sebagaimana d.imaksud pada ayat (1)berlaku pada kegiatan n.'it *.uil ;;il;r, .,o, fisik.

(1)

(2)^-la

Pasal 19

Penetapan indikator
ayat (1) disesuaikan
kegiatan.

(3) .Indikargr kinerja
kriteria:

,hasil sebagaimana dimaksud pada
dengan rumusan tujuan a.r-.u"u...,

hasil kegiatan ditetapkan dengan

(2) Penetapan ...

Indikator has, 
. setiap kegiatan dikaitkan dengan efeklangsung perubahan tonaisi pei.*pr"r, dan laki_laki.

a. spesifik dan jelas;
b. dapat diukui secara objektif; dan
c. relevan dengan tujuan i"r, ....ran yang ingin dicapai.

Pasal 2O

(1) Indikator kinerja manfaat (benefit) kegiatan ditekankanpada kepastian bagi kelompok ."!"r.i-lr.an menerimamanfaat dari .hpil kegiaian secara berimbang danproporsionar untuk perempuan dan raki-lJi.

t'r
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(2) Penetapan indikator manfaat kegiatan disesuaikan dengankategori (bentuk) anggaran responsif gender.

Pasal 21

(1) Indikator d"Tp"k. kegiatan ditekankan pada kondisimakro yang akan dicapaf d"ri *"rri""t --(2) Penetapal indikator dampak kegiatan harus memberikankontribusi untuk *..r".p"i tese"ta.aan- J"r, keadiian bagilaki-laki dan perempu"n.

BAB VII
NM TEKNIS PPRG

Pasal 22

(1) Bappeda berslT3 9."gan BpM, KB dan pp membentukTim Teknis ppRG bagl selurutr srp[--J.lam penerapanperencanaan dan penganggaran responsif gender.
(2) Tim Teknis ppRc akan aipeltu{ paling lama enam (6)bulan sejak peraturan ini dikeluarkrrr. 

- -
(3) Pimbentukan Tim Teknis ppRG sebagaimana dimaksudpada ayat (r) akan ditetapka" *.i.r"?;urat KeputusanWalikota.
(a) Tim Teknis lllg bfanggotakan minim aL T orans yansterdiri dari unsur Tim -Lnggaran pemerintah Daerah,Pokja puc dan Akademisi 

.atau pihak lain yang memilikikapasitas dan kapabilitas di bid;;; pphE..'
(5) Tim Teknis ppT.qsebagaimana dimaksud pada ayat (1)berkedudukan di BappedaT

Pasal 23

Tim Teknis ppRG berfungsi sebagai:
a' memberikan bantuan ieknis bigi sKpK dalam pelaksanaanPPRG;
b'.morjadi wadah konsultasi bagi sKpK terkait peraksanaanPPPRG.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24
Bagian Kesatu

Monitoring

(1) 
'KPK 

melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatandengan menggunakan instrumen yang responsif gender.
(2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (i ) akandirumuskan oletiBappeda bersama BpM, KB dan pp sertatim teknis meralui forum pokja puc a"" Ji.osialisasikankepada setia.p SKPK.

(3) Hasil ... ,

()4
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(3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk kumpulan data dan informasi yang akan
digunakan untuk:
a. evaluasi;
b. penilaian atas

dan
c. penlmsunan

perbaikan.

pelaksanaan pengarusutamaan gender;

dan pengembangan rencana aksi

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 25

(1) Proses evaluasi dilakukan setiap akhir pelaksanaan
kegiatan.

(2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menggunakan
instrumen yang akan dirumuskan oleh Bappeda bersama
BPM, KB dan PP serta Pokja PUG dan disosialisaikan
kepada setiap SKPK.

(3) Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan/atau
melibatkan unsur Akademisi atau pihak lain yang
memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang ppRG.

(4) Hasil evaluasi digunakan untuk menilai dan menganalisa
keluaran, hasil dan dampak dari pelaksaaan program dan
kegiatan yang dilakukan oleh SKPK. I

Pasal 26

Hasil monitoring dan evaluasl sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) dan pasal 2s diserahkan kepada
Bappeda yang akan digunakan untuk evaluasi penilaian atas
pelaksanaan PPRG serta penyusunan dan pengembangan
rencana aksi perbaikan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IX

. 1. PELAPORAN

Pasal 27

(1) SKPK menyampaikan laporan capaian pelaksanaan ppRG
satu kali dalam satu tahun kepada Bappeda dengan
tembusan kepada BPM, KB dan pp.

(2) Bappeda selaku Ketua Pokja puc Kota melaporkan hasil
monitoring pelaksanaan PPRG kepada warikota sebagai
penanggung jawab pelaksanaan pokja pUG Kota dengan
tembusan kepada ketua Pokja pUG provinsi dan DpRK.

Pasal 28

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2T ayat
(1) paling tidak memuat tentang:
a. gambaran umum capaian pelaksanaan ppRG;

s

ri.
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b. pengguna€rn anggaran yang bersumber dari APBK, sektor
swasta dan sumber lainnya;

c. analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
dalam pelaksanaan PPRG;

d. para pihak yang terlibat dan memberikan dukungan;
e. rencana aksi tahun 

;::,-,-
PENGHARGAAN

Pasal 29

(1) Walikota Sabang memberikan penghargaan kepada SKPK
dan sektor swasta yang menyelenggarakan pelayanan
publik yang dinilai berhasil menerapkan PPRG dengan
baik.

(1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi
yang dilakukan oleh Bappeda dan BPM, KB dan PP.

(2) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud daiam ayat (1)

akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB xI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang men(etahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

6

y''snrnErARrs

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 7 Juni 2013

SOF
\

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN

,

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 7 Juni 2013
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LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR T8 TAHUN 2OI3
TANGGAL 7 JUNr 2Ot3

FORMAT PERI\TYATAAN ANGGARAN GENDER

:::Y:,T^,fuffl_I"y:i.if Gender 3tau Lembar Anggaran Responsif
:".:*: :i1* J :3T:1,p-"'tT g gu n si aw+." .p; ;fik s; ; f,.";." s,/*^6pemerintah yang menunjukkan tiseaiaan instansi untuk- melakukan

disusun
kegiatan

anggaran untuk kegiatan-
berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokaJkan
kegiatan tersebut.

6

Rencana ...

cy

Nama Program

(tuliskan sesuai nomenklatil-
(tuliskan
dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi dasar

J,lama Kegiatan
(ode Kegiatan
Dasar Hukum

Analisis Situasi Analisisis situasi t"
Pd**{ yang biasa dicantumkan daram sebuah KAK.Analisisi situasi menjadi bagian argumentasi mengapakemudian kegralan ini menlali pen"ting aan mendesakuntuk dilaksanakan. Oleh [arena itu, ,i"t. yang perludijabarkan dalam bagian iniradalah :

1' Sajikan data data pembuka wawasan (data terpilah). Data
- ini dapat diambil dari hasil analisis cei p.a.iangkah 2.2. Sajiian isu dan faktor kesenjangan gender:

a. Faktor Kesenjangan, diamUl arriCAp Langkah 3.b. Penyembab Internal, diambil dari Cep i."ff.L +c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Genderl diambil dariGAP langkah S.
(irigat: sgtiap faktor di atas (": b, -d* .) masing-masingdiulas dalam satu paragraf seUagri' ;;t" kesatuanpokok pikiran.

3'Pastikan bahwa.apabila- kegiatan ini adalah kegiatanlanjutan dari tarrun sebeluirnya maka capaian yangsudah diperoleh pada tahun s.b.lum.rya telseuut jugadisajikan dalam bagian ini.

3-.
v:l
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PENJELASAN MATRIK MODEL GENDER ANALYSIS PATHWAY

Langkah 1

a. Pilih kebijakan atau program dan kegiatan yang telah ada. Kebijakan yang
dipilih dapat berupa peraturan perundang-undangan bidang
pembangunan, termasuk Renstra, Renja SKPK dan lain-lain. Jika prograrn
memiliki struktur kegiatan yang kompleks, maka GAP dapat digunakan
pada level di bawaLr kegiatan saja.

b. T\rliskan tujuan dari kebijakan/program/kegiatan pada kolom l.Pastikan
pada saat menuliskan rumusan tujuan harus menggunakan kata kerja
aktif di depan kalimat, seperti mengurangi, meningkatkan, dan seterusnya.

Langkah 2

Sajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin untuk
melihat isu kesenjangan gendernya. Data dan informasi dapat berupa data
kuantitatif maupun kualitatif, atau gabungan keduanya yang terkait dengan
tduan yang ada dalam langkah 1. Data dapat berasal dari data primer
ataupun sekunder, baik yang dilaksanakan sendiri oleh pengelola program
maupun oleh pihak lain yang dianggap relevan. Hasil kajian, riset, dan
evaluasi dapat digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah
ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Jika data
terpilatr tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber
lainnya.

Langkah 3

Temu kenali isu gender pada proses perencanaan kebijakan, program dan
kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan yang fokus pada empat
faktor kesenjangan gender, yaitu APMK : Akses, Partisipasi, Manfaat, Kontrol,
Keempat kesenjangan gender tersebut dapat di.lihat dari dua sisi yaitu : (i)
pengelola prograrn, dan (ii) masyarakat selaku penerima manfaat.

Akses: Ditujukan untuk mengetatrui kesenjangan kebutuhan perempuan dan
laki-laki dalam hal kemudahan mendapatkan layanan pendidikan. Akses
dapat dilihat dari gmpat dimensi, yaitu (a) ketersediaan sarana, (b)
keterjangkauan secara geografis, (c) keterjangkauan secara ekonomi, dan (d)
keterjangkauart secara psikis dan sosiokultural. Akses juga dapat dilihat dari
sisi keterjangkauan terhAdap sumberdaya, baik bersifat tangibles (nyata)
maupun intangibles (tidak nyata).

Partisipasi: Ditujukan untuk mengetatrui keterwalcilan dan keterlibatan aktif
perempuan dan laki-laki dalam pembangunan baik dari sisi masyarakat
selaku penerima manfaat maupun penyedia layanan pembangunan.

Manfaat ...

a

t){
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Manfaat: Ditujukan untuk mengetatrui apakah laki-laki dan perempuan
mendapatkan keuntungan dalam upaya layanan pembangunan baik dari sisi
masyarakat sebagai penerima manfaat maupun penyedia layanan
pembangunan. Dalarn perspektif gender, manfaat tersebut dapat dilihat dari
sisi practical gender needs (kebutuhan praktis gender) maupun strategic
gender need ftebutuhan strategis gender).

Langkah 4

Temukenali faktor-faktor di internal lembaga yang dapat menyebabkan
terjadinya kesenjangan gender. Sumber penyebab kesenjangan gender secara
internal dapat berbentuk kebijakan, produk hukum, atau pun a&ain program
dan kegiatan yang dirancang oleh SKPA, tingkat pemaLriman tenaga tetnis
perencana program tentang konsep gender yang masih belum sempurna,
political will pengambil keputusan, dukungan riset, dan lain-lain.

Langkah 5

Temukenali faktor-faktor di eksternal lembaga yang dapat menyebabkan
terjadinya kesenjangan gender. Sumber penyebab kesenjangan gender secara
eksternal yang daplt terjadi pada level rumah t*gs., komunitas,
pemerintahan, dan pi.sar, bahkan isu internasional. Ketidaksetaraan dan
ketidakadilan gender dapat disebabkan oleh budaya patriarki, peran dan reiasi
gender, diskriminasi gender (berupa pelabelan, penomorduaan, beban ganda,
marginalisasi, kekerasan terhadap perempuan) yang terjadi di rumah *gg",
komunitas, pemerintahan dan pasar.

Langkah 6

Merumuskan kembali (reformulasi) tujuan kebijakan/program/kegiatan
pelayanan kesehatan pada langkah 1 sehingga responiif genderlpada taigkah
ini tujuan pada langkah 1 pada ditulis ulang, ialu direview kembali dengan
melihat hasil analisis pada langkah 2 sampai langkatr S. Hasil reuie*
digunakan untuk mereformulasi sub-tujuan barrr yang titafr responsif gender.

Reformulasi sub-tujuan yang barl menjawab kesenjangan yang diidentifikasi
pada Langkah 2 sampai tangkatr 5. Reformulasi sub-lujuan ir.*. mendukung
tercapainya tujuan semulg. pada tangkatr 1. Pada saat menyusun sub-tujuai
haru s rasional dengan merhpertimbangkan ketersedi"an su*berdaya yang ada
seperti ketersediaan sDM, sarana pendukung, uggilan kebijakan dan waktu
yang tersedia.

Langkah 7 .,.

t)4
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Langkah 7

Menyusun rincian kegiatan .yang responsif gender. Rincian kegiatanmerupakan rincian kegiatan bidang pembangunan yang dilakukan untukmencapai sub-tujuan yang teiatr rJsp-onsif g"-r,d"r .iu"g""i*rrr" y*g telahditulis p-"q" langkah 6. Riniian kegiatan menipatan solus-i untuk pemenuhanPractical Gender Needs dan Stratigic Gender Need.s dan atau solusi atas isukesejangan emplt faktor yaitu 
"t.er, partisipasi, manfaat, kontrol untukmencapai sub-tujuan ban pada langkatr-6. Sebagaimana pro.". perencanaanlainnya, rincian kegiatan yang disusun tetap mempertimbangkan ketersediaansumberdaya yang ada, baik sumberdaya pada penanggungjawab/pengelola

program, maupun sumberdaya {mg ada pada masyarat<at. r,angtarr inisebagai bentuk rencana aksi terhadap-isu-isu i."a., di atas.

Langkah 8

Menetapkan data dasar (baseline) indikator responsif gender. Baselineindikator ditujukan guna mengetatrui tingkat kemajuan intervensi kegiatanyang dilakukan d4* rangka mlnduku.rg l".r""paian tujuan responsif gender(langkah 6). Baseline digunakan seuagaititit awat capaian kinerja. Baselineindikator dapat saja berasal dari data p-embuka *"*.."n yang tercantum padalangkah 2,

Langkah 9

Menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yangmengatasi kesenjangan gender ai.langkah 3, langkah 4, dan langkah 5.

ffft""an 
indikator harus mengikutf kriteria penyusunan indikator yang

H. ADAM

1't



LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR T8 TAHUN 2013
TANGGAL 7 JUNr 2OL3

FORMAT PERI\TYATAAN ANGGARAN GENDER

Pernyataan Angqaran Responsif Gender atau Lembar Anggaran
Gender adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik g"rri"i yang
pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk- melakukan
berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk
kegiatan tersebut.

Analisisis situasi ini
belakang" yang biasa

pada prinsipnya adalah ,,latar
dicantumkan dalam sebuah KAK.

Responsif
disusun
kegiatan

kegiatan-

Analisisi situasi menjadi bagia' argumentasi mengapa
kemudian kegiatan ini menjadi p"rrlirrg dan mendesakuntuk dilaksanakan. oleh karena itu, *at a yang perlu
dijabarkan dalam bagian ini laaaafr,

1. sajikan data data pembuka wawasan (data terpilah). Data
ini dapat diambtl dari hasil analisis GAp pada Laagkah 2,

2. Sajiian isu dan faktor kesenjangan gendei:
a. Faktor Kesenjangan, diambil dari GAp Langkah 3.
b. Penyembab Internal, diambil dari Cen langlah +
c. Pepyebab Eksternal Kesenjangan Genderl diambil dari

GAP langkah S.
(ingat: sgtiap faktor di atas (a, b, dan c) masing_masing
diulas dalam satu paragraf sebagai satu kesatuan
pokok pikiran.

3.Pastikan batrwa-apabila kegiatan ini adalah kegiatanlanjutan dari tahun sebelumnya maka capaian yang
sudah diperoleh pada tatrun sebelumnya teisebut jugi
disajikan dalam bagian ini.

f.-
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Rencana Tindak Komponen
(Sub Kegiatan
1)

Tttliskan "sub kegiatan 1" yang diambil dari
Rencana Tindak I yang ada pada GAP
Langkah 7. Setelah itu tuliskan tujuannya.
Selanjutnya rincikan aktivitas apa saja
yang akan dilakukan. Jika perlu 4
aktivitas, maka cukup disebut 4 aktivitas

Aktivitas 1

Aktivitas 2

Aktivitas 3

Aktivitas 4

Komponen
(Sub Kegiatan
2l

T\tliskan *sub kegiatan 2" yeu,:rg diambil
dari Rencana find ak 2 yarrg ada pada GAP
Langkah 7. Kemudian tuliskan tujuannya.
Selanjutnya rincikan aktivitas apa saja
yang akan dilakukan. Jika perlu 2
aktivitas, maka cukup disebut 2 aktivitas
saia.

Aktivitas 1

Aktivitas 2

Catatan: jumlatr komponen' sub kegiatan terganttrng
jumlah rencana tindak yang ada pada GAp Langkah Z. Bil;
pada rencana tindak yang ada pada GAp Langkah T
misalnya terdapat 3 rencana tindak maka pada saat pAG
buat, jumlah komponen (sub kegiatan) juga sebanyak 3.
Artinya, jumlah komponen (sub kegiatan) harls sama
dengan iurnlah rencana tindak.

Alokasi ...
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Alokasi Sumber
Daya

1. Jumlah
Anssaran

(Diisi sesuai dengan pagu anggaran
oada PPASI

2. Sumber
Anssaran

3. Sumber Daya
Manusia

Panitia: Uraiankan nama dan
oosisi.

Fasilitator: Tuliskan namanya
Narasumber: Tuliskan namanva
Peserta: Tlrliskan jumlahnya

(data pilah), berapa
laki-laki dan
oeremDuan.

Sarana
prasarana:

T\rliskan sarana dan
prasarana yang
diperlukan.

Staf Pendukung ftrliskan nama dan
oosisinva.

4.A1at dan Bahan (tuliskan alat dan bahan yang
diperlukanl

Catatan: pengisian alokasi sumber daya
disesuaikan densan kebutuhan keeiatan.

ini dapat

Indikator
Kinerja
Responsif
Gender

l.Indikator Output:

2.Indikator Outcome;

Catatan: pastikan kedua indikator benar-benar rasional dan
terukur.

Lokasi Keeiatan T\rliskan lokasi kegatan ini d{ialankan secara rinci.
Waktu
Pelaksanan

T\,rliskan waktu kegiatan dilaksanakan secara rinci


